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 Penulisan skripsi ini membahas mengenai implementasi Pasal 261 RBg Jo Pasal 227 HIR 

terhadap penyitaan paksa barang jaminan oleh pihak kreditur terhadap debitur di Kabupaten 

Gorontalo, serta upaya apa yang dilakukan oleh kreditur agar tidak terjadi penyitaan paksa 

barang jaminan oleh pihak kreditur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan wawancara serta 

mengambil data dari buku-buku literatur sebagai sumber teori yang  berkaitan dengan penyitaan 

paksa barang jaminan. Analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif.. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa penyitaan terhadap 

barang jaminan oleh pihak kreditur di Kabupaten Gorontalo tidak sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku dalam pasal 261 RBg Jo Pasal 227 HIR sehingga dapat merugikan pihak 

debitur yang merasa tidak adil dalam penyitaan yang dilakukan oleh kreditur dalam hal ini 

apabila jumlah barang yang dijaminkan melebihi jumlah utang yang dijamin bahkan jika sampai 

terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kreditur. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh debitur 

terhadap penyitaan paksa barang jaminan oleh pihak kreditur yaitu Debitur harus berkata jujur 

dan apa adanya, Debitur harus dapat membedakan antara benda yang menjadi jaminan yang 

sudah didaftarkan dalam Jaminan Fidusia dan yang belum didaftarkan, Apabila kreditur 

sewenang-wenang dalam melakukan penyitaan barang jaminan sehingga debitur merasa 

dirugikan maka debitur dapat menggugat kreditur, serta debitur dapat melaporkan kreditur 

dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. 
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